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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO 
NOMOR 115, 7 hlm.  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI 
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO 

 
Abstrak  : -   bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat 

dalam pelayanan publik, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan 

Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. 

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso 

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan 

Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Poso. 

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150), Peraturan Pemerintah Nomor 

68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat 

dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3866), Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5357), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377) 
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 -  Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini diatur 

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan 

Masyarakat Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. 

  
Catatan  : 

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Februari 2026 
- Lampiran : 2 Halaman 
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